LAMPIRAN XLI
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/ 350 /K/411.013/2025

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional
perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah
ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan
kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja

Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke

dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk

memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.
Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan

mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, serta rencana Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renja
Perangkat Daerah berkenaan;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan;
dan/atau

c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsij yang mewajibkan perubahan
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir
dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan




Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1)
evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan
I; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun
2025; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun

2025, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut

Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah
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Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan
RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja
Perangkat Daerah sampai Triwulan II tahun berkenaan, pada akhirnya
Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(P-APBD).

1.2.Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan

Ngronggot Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah :

1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 15

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang




10.

Nomor 1 Tahun 20I4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi UndangUndang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -
Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger -
Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik




Ll.

12,

13.

14.

13.

16.

17,

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2008 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2012 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 09)




18.

19,

20.

21

22,

23.

24,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
(Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor  Tahun 2025 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

1.3.Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program

dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap perkembangan keadaan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.




1.3.2.Tyjuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a.

1.4.51

Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah
berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2025;

Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah
pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran
APBD;

Menjamin  keterkaitan  perencanaan, penganggaran, serta
pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025;

Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

stematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I

BAB 1

PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang;
1.2.Landasan Hukum,;
1.3.Maksud dan Tujuan; dan
1.4.Sistematika Penulisan.
I HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah samapai
dengan tri wulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk;

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.




BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
3.1.Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.2.Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP




BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan
Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk pada tahun 2025 telah
melaksanakan 6 (enam) program utama yang tercantum dalam penetapan
kinerja yang terdiri dari 16 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan.
Hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Kecamatan Ngronggot Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Operasi dan Belanja
Modal, yaitu:
Belanja Operasi sebesar Rp 3.024.119.585,- terdiri atas :
a. Belanja Pegawai Rp 1.738.134.224,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.113.450.120,-
Belanja Modal sebesar Rp 172.535.241,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 172.535.241,-
Adapun serapan Anggaran per Program Kegiatan adalah sebagai berikut :
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Hasil program ini adalah meningkatnya Nilai Sakip di Kecamatan
Ngronggot, dengan anggaran Rp. 2.524.886.785,- realisasi Rp.
198.408.038,- atau penyerapan dana sebesar 7,85 %

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Hasil program ini adalah meningkatnya prosentase kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan

dengan tertib, dengan anggaran Rp 144.010.650,- realisasi Rp. 0,- atau

penyerapan dana sebesar 0 %

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Hasil dari program ini adalah meningkatnya Prosentase lembaga
KemasyarakatanDesa yang aktif dalam proses Pembangunan, dengan

anggaran Rp. 161.720.250,- realisasi Rp. 5.675.000 atau penyerapan
anggaran sebesar 3,5 %

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil dari program ini adalah meningkatnya Prosentase permasalahan

Ketentraman dan Ketertiban umum yang ditangani , dengan anggaran




sebesar Rp 27.534.400,- realisasi Rp 0,- atau penyerapan anggaran
sebesar 0,- %

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Hasil program ini adalah meningkatnya Prosentase Lembaga/ Organisasi
Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan di
Kecamatan, dengan anggaran Rp 126.882.600,- realisasi Rp 0 atau
penyerapan dana sebesar 0 %.

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Hasil program ini adalah meningkatnya Persentase Desa Cepat
Berkembang, dengan anggaran Rp 39.084.600,- realisasi Rp O atau

penyerapan dana sebesar 0 %

Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tri

Bulan I Tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025

sebagaimana tabel berikut :
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Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing
indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja

dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja
No. Interval Nilai Predikat
1. 291% Sangat Tinggi
2. 76% < 90% Tinggi
3. 66% < 75% Sedang
4. 51% < 65% Rendah
S. < 50% Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 dapat
dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih
target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan
Penganggaran

Program Perangkat Daerah Capaian Kinerja Predikat
PROGRAM PENUNJANG 7,85 % Sangat Rendah
URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Faktor Penyebab Implikasi  Terhadap | Kebijakan Yang

Target Renstra PD Diambil

Adanya Instruksi Bupati | Terdapat risiko kurang | Untuk kedepanya
Nomor : | tercapainya target | agar lebih tepat dalam
100.3.4.2/189/411.000/2025 | kinerja penganggaran
tanggal 25 Januari tentang
efisiensi dalam anggaran yang
berakibat tertundanya
penyerapan anggaran
PROGRAM 0 Sangat Rendah
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN




PELAYANAN
PUBLIK

Faktor Penyebab Implikasi  Terhadap | Kebijakan Yang
Target Renstra PD Diambil

Adanya  Instruksi Bupati | Kurang dalam | Mengarahkan PPTK

Nomor : | Capaian Kinerja untuk benar

100.3.4.2/189/411.000/2025 Memahai tentang

tanggal 25 Januari tentang Kegiatan

efisiensi dalam anggaran yang
berakibat tertundanya
penyerapan anggaran

PROGRAM PEMBERDAYAAN | 3,5 % Sangan Rendah

MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN

Faktor Penyebab Implikasi  Terhadap | Kebijakan Yang
Target Renstra PD Diambil

Adanya Instruksi Bupati | Kurang dalam | Mengarahkan PPTK

Nomor : | Capaian Kinerja untuk benar

100.3.4.2/189/411.000/2025 Memahai tentang

tanggal 25 Januari tentang Kegiatan

efisiensi dalam anggaran yang

berakibat tertundanya

penyerapan anggaran

PROGRAM KOORDINASI

KETENTRAMAN DAN | 0 % Sangat Rendah

KETERTIBAN UMUM

Faktor Penyebab Implikasi  Terhadap | Kebijakan Yang
Target Renstra PD Diambil

Adanya Instruksi Bupati | Target tidak tercapai | Mengarahkan PPTK

Nomor : untuk benar

100.3.4.2/189/411.000/2025 Memahai tentang

tanggal 25 Januari tentang Kegiatan

efisiensi dalam anggaran yang

berakibat tertundanya

penyerapan anggaran

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

URUSAN  PEMERINTAHAN | © % SangakRendal

UMUM

Faktor Penyebab Implikasi  Terhadap | Kebijakan Yang
Target Renstra PD Diambil

Adanya Instruksi Bupati Mengarahkan PPTK

Nomor : | Target Tidak tercapai | untuk benar

100.3.4.2/189/411.000/2025 Memahai tentang

tanggal 25 Januari tentang Kegiatan

efisiensi dalam anggaran yang
berakibat tertundanya
penyerapan anggaran




PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

0 %

Sangat Rendah

Faktor Penyebab

Implikasi  Terhadap | Kebijakan Yang
Target Renstra PD Diambil

Adanya Instruksi Bupati
Nomor :
100.3.4.2/189/411.000/2025
tanggal 25 Januari tentang
efisiensi dalam anggaran yang
berakibat tertundanya
penyerapan anggaran

Mengarahkan PPTK

Target Tidak tercapai | untuk benar

Memabhai tentang
Kegiatan

Sumber : Laporan Evaluasi Renja

Triwulan I

Perangkat Daerah Tahun 2025




2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten

Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) penyelenggaraan

pemerintahan daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan bisnis utama

(core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngronggot
Kabupaten Nganjuk

Kinerja Tahun 2025
No. Tujuan/Sasaran Indikator
Target Realisasi Capaian
1 Meningkatnya Indeks sinergitas 81,97 0 0 %
sinergitas penyelenggaraan
penyelenggaraan pemerintahan di
kegiatan Kecamatan
pemerintahan di
Kecamatan
Tabel 2.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Ngronggot
Kabupaten Nganjuk
Kinerja Tahun 2025
No. Tujuan/Sasaran Indikator
Target Realisasi Capaian
1 Meningkatkan Indeks Kepuasan 80 Q8.32 110,47 %
kualitas Pelayanan | Masyarakat  (IKM) o
Administrasi Terpadu | Pelayanan Realisai
Kecamatan (PATEN) Administrasi
Terpadu Kecamatan S/d
[PATE Triwulan
I Th 2025
2 Meningkatkan Persentase
Ketentraman dan | penurunan
Ketertiban di Wilayah | pelanggaran 18 0 0, 00
Kecamatan ketentraman dan
ketertiban umum di
wilayah Kecamatan

Analisis capaian kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat

Daerah Kecamatan Ngronggot Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:




A

Tujuan

Indeks Sinergitas Penvelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Penilaian sinergitas kecamatan memperhatikan aspek :

oo o &ofe W =

B.

Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
Pelaksanaan Tugas Lainnya
Adapun indikator penilaiannya terbagi menjadi 4 (empat) komponen :
1. Kompetensi
2. Inovasi/kreatifitas
3. Kepemimpinan
4. Kinerja/Komitmen
Hasil penilaian sinergitas kecamatan Ngronggot adalah belum

tercapai

Sasaran strtegis yang kesatu

Indek Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 98,32 % sampai Tri

Bulan [ dari target sebesar 89,00 % . Faktor yang mempengaruhi Capaian

IKM di Kecamatan Ngronggot melebihi target :

1

Persyaratan ( U1)

Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun
rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai
dengan regulasi yang berlaku mencapai 98,46 %.

Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Ngronggot
sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan
kepada masyarakat mencapai 98,77 %.

Waktu Penyelesaian (U3)

Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang
direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi
yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan

penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan mencapai 98,15 %.




4. Biaya/Tarif (U4)
Biaya dalam pengurusan surat — surat dan Pelayanan di Keacamatan
Ngronggot tidak dikenakab biaya/gratis mencapai 100 %.
5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)
Jenis Pelayanan di Kecamatan Ngronggot antara lain :
Pembuatan Akte Kelahiran
Pembuatan Kartu Keluarga
Perekaman KTP
Pelayanan Pindah tempat
Pembuatan dispensasi nikah
Pembuatan PPAT
Pelayanan Hak Waris
Pelayanan rekomendasi kredit bank
Pelayanan Legalisasi surat surat
Untuk jenis Pelayanan mencapai 100 %.
6. Kompetensi Pelaksana (U6)
Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti
Bimtek dan Sosialisasi, mencapai 99,69 %.
7.  Perilaku Pelaksana (U7)
Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta
berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan
mencapai 99,38 %.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)
Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi
berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang
masuk ke SP4AN LAPOR mencapai 99,38 %.
9. Sarana dan Prasarana (U9);
Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Ngronggot sudah

tersedia dengan kondisi yang baik mencapai 100 %.

Berdasarkan Hasil dari Capian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
Ngronggot diatas Penangananan Pengaduan/US, Biaya yang Gratis/U4
dan Kompetesi Pelakasana/U6 memiliki nilai tertinggi dari Sembilan

kategori Quisioner yang disampaikan kepada Masyarakat. Dengan




Demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan Ngronggot sampai akhir Tri

Bulan I Tahun 2025 mencapai 98,32 %.

Angka tersebut didapat dari laporan survei melalui website

https://sukma.jatimprov.go.id/ dengan responden sebanyak 81 (Delapan
Puluh Satu) orang.

Gambar 2.6
Laporan survei IKM Kecamatan Ngronggot

C % sukmagstimprov.goid
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C. Sasaran strtegis yang kedua

Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di

Wilayah Kecamatan, Belum tercapai dari target.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, asosiasi dan /atat organisasi profesi, serta keterwakilan
Desa dan/atau Kelurahan yang terkait langsung dengan pelayanan
Kecamatan Ngronggot, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil
pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi Kecamatan Ngronggot disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Program /Kegiatan/ ¥ Indikator Besaran/
Ha. Sub Kegiatan Loknsi Kinerja Volume Catatan
(1) (2) (3) 4 (5) (6)
NIHIL

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2025




BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025
dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat
Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Pencapaian Tujuan dan Sasaaran Pembangunan Daerah Kabupaten
Nganjuk Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema RKPD
Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu “Pemantapan Ketahanan
Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang
Didukung SDM Berkualitas”,

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas

pembangunan antara lain :

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah
Sektor Sekunder dan Pariwisata;

2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil
Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;

3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya
saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;

4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya
Lokal;

5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya
Energi;

6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;

7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur




3.1 Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 3.1
Sasaran Perangkat Daerah
Kinerja Tahun 2025
No. Tujuan/Sasaran Indikator
Target Realisasi Capaian
1 Meningkatnya Indeks sinergitas 81,97 0 0%
sinergitas penyelenggaraan
penyelenggaraan pemerintahan di
kegiatan Kecamatan
pemerintahan di
Kecamatan
2 Meningkatkan Indeks Kepuasan 89 98,32 110,47
kualitas Pelayanan | Masyarakat (IKM 5
Administrasi Terpadu | Pelayanan ) [ Niai 574 b
Kecamatan (PATEN) Administrasi Triwulan I Th
Terpadu Kecamatan
(PATEN) .
3 Meningkatkan Persentase
Ketentraman dan | penurunan
Ketertiban di Wilayah | pelanggaran 18 0 0 %
Kecamatan ketentraman dan
ketertiban umum di
wilayah Kecamatan

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam Perubahan Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat

Daerah Tahun 2025 memedomani agenda pembangunan Nasional dan
Daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.
Adapun Progran dan kegiatan beserta factor yang melatar
belakangi Perubahan Rencana Kerka Perangkat Daerah Kecamatan
Ngronggot tercantum dalam Tabel 3.2 sebagaimana berikut :
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas
pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja
serta pagu indikatif Kecamatan Ngronggot sebagaimana tercantum dalam
Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Ngronggot Tahun
2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra
Kecamatan Ngronggot Tahun 2024-2026, sehingga target kinerja tahun
2025 dapat dicapai dengan optimal.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada
Kecamatan Ngronggot dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPD dan Renstra Kecamatan
Ngronggot yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi
dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan
dan sasaran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, menetapkan
kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk
secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Perubahan Renja Kecamatan Ngronggot Tahun 2025
dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Kecamatan
Ngronggot, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi,
pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai
dengan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngronggot; dan

c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana
Kerja Kecamatan Ngronggot dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Ngronggot.




2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan
dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan
Renja Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan

3. Perubahan Renja Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Tahun
2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah
persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya
perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-
prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan
efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Ngronggot
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Kecamatan Ngronggot dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Pembma Tingkaft I
NIP. 19680501/199202 1 001




